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LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR i PER-23/P1/2010

TENTANG :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/P]/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR  SURAT
SETORAN PAJAK

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

9. Kode Akun Pajak 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN KETERANGAN
JENIS
SETORAN

100 PPh Non Migas Lainnya untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal
15 atas jasa penerbangan dalam negeri.

101 PPh Pasal 15 atas Jasa |untuk pembayaran masa PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan

Penerbangan Dalam Negeri dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan
perjanjian charter (bersifat non-final).

300 STP PPh Non Migas Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam STP PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15
atas jasa penerbangan dalam negeri.

301 STP PPh Pasal 15 atas Jasa | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

Penerbangan Dalam Negeri tercantum dalam STP PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam
negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian
charter (bersifat non-final).

310 SKPKB  PPh Non Migas | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Lainnya tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal

15 atas jasa penerbangan dalam negeri.

311 SKPKB PPh Pasal 15 atas Jasa | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

Penerbangan Dalam Negeri tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan
dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan
perjanjian charter (bersifat non-final).

320 SKPKBT PPh Non Migas | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Lainnya tercantum dalam SKPKBT PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal

15 atas jasa penerbangan dalam negeri.

321 SKPKBT PPh Pasal 15 atas |untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Jasa Penerbangan Dalam | tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan
Negeri dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan

perjanjian charter (bersifat non-final).

390 Pembayaran atas Surat | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat | tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keputusan Keberatan, | Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali

500 PPh Non Migas Lainnya atas | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor
pengungkapan yang tercantum dalam surat pemberitahuan PPh Non Migas
ketidakbenaran Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-
Undang KUP.

501 PPh Non Migas Lainnya atas | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor
penghentian penyidikan | yang tercantum dalam surat pemberitahuan PPh Non Migas
tindak pidana Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
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510 Sanksi administrasi berupa | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas | kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat
pengungkapan pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya sebagaimana dimaksud
ketidakbenaran pengisian | dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
surat pemberitahuan PPh Non | KUP.

Migas Lainnya

511 Sanksi denda administrasi | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas
berupa denda atas | penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
penghentian penyidikan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-
tindak pidana di bidang | Undang KUP.
perpajakan

Kode Akun Pajak 411611 Untuk Bea Meterai

ketidakbenaran pembayaran
Bea Meterai

KODE JENIS SETORAN KETERANGAN
JENIS
SETORAN

100 Bea Meterai untuk pembayaran penggunaan Bea Meterai.

199 Pembayaran Pendahuluan | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan
skp Bea Meterai pajak Bea Meterai.

2XX Pembayaran deposit atas | untuk pembayaran deposit bagi Wajib Pajak yang menggunakan
penggunaan Mesin Teraan | Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea
Meterai Digital untuk | Meterai Lunas.
membubuhkan tanda Bea
Meterai Lunas a. Digital pertama dalah angka "2" yaitu kode pelunasan Bea

Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai lunas

dengan Mesin Teraan Digital, dan

b. Digit kedua dan ketiga (XX) adalah :

angka "01", dalam hal Wajib Pajak hanya

1) memiliki 1 (satu) Unit Mesin Teraan Meterai
Digital, atau

2) sesuai dengan nomor urut dilakukannya
pendaftaran Mesin Teraan Meterai Digital dalam
hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit
Mesin Teraan Meterai Digital.

300 STP Bea Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP Bea Meterai.

310 SKPKB Bea Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB Bea Meterai.

320 SKPKBT Bea Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT Bea Meterai.

390 Pembayaran atas Surat | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, | tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Surat Keputusan Keberatan, | Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali

500 Bea Meterai atas | untuk kekurangan pembayaran penggunaan Bea Meterai atas
pengungkapan pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam
ketidakbenaran Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501 Bea Meterai atas | untuk kekurangan pembayaran penggunaan Bea Meterai atas
penghentian penyidikan | penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud
tindak pidana dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas | kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran
pengungkapan penggunaan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
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511 Sanksi denda administrasi | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas
berupa denda atas | penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
penghentian penyidikan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang
tindak pidana di bidang | KUP.
perpajakan

512 Denda atas Pemeteraian | untuk pembayaran denda atas Pemeteraian Kemudian
Kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-

Undang Bea Meterai.

Kode Akun Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai

KODE JENIS SETORAN KETERANGAN
JENIS
SETORAN

100 Penjualan Benda Meterai untuk pembayaran penjualan Benda Meterai.

199 Pembayaran Pendahuluan skp | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan
Benda Meterai pajak Benda Meterai.

300 STP Benda Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP Benda Meterai.

310 SKPKB Benda Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB Benda Meterai.

320 SKPKBT Benda Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT Benda Meterai.

390 Pembayaran atas Surat | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat | tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keputusan Keberatan, | Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali

500 Benda Meterai atas | untuk kekurangan pembayaran penjualan Benda Meterai atas
pengungkapan pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam
ketidakbenaran Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501 Benda Meterai atas | untuk kekurangan pembayaran penjualan Benda Meterai atas
penghentian penyidikan | penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud
tindak pidana dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas | kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran
pengungkapan penjualan Benda Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ketidakbenaran pembayaran | ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

Benda Meterai

511 Sanksi denda administrasi | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas
berupa denda atas | penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
penghentian penyidikan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-
tindak pidana di bidang | Undang KUP.
perpajakan
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